ISSN. 1820-8478 " olumel, Nomor 2 Tahun 2011

J U R . . 4

MEMIKIRKAN DAN MENCERAHKAN PEMERINTAHAN

MASA DEPAN OTONOMI KHUSUS PAPUA
Djohermansyah Djohan

ESENSI DAN PERAN PAMONG PRAJA
Aries Djaenuri

PENGUATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Hyronimus Rowa

MENIMBANG KEMBALI PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAK LANGSUNG
RESPON TERHADAP MEKANISME DEMOKRASI LAN GSUNG -
DI INDONESIA .
Muhadam Labolo

POLITIK LOKAL DAN OTONOMI, SEBUAH PERBINCANGAN SIN
Leo Agustino

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDELEGASIAN WEWENANG
DARI BUPATI KEPADA CAMAT BIDANG PENGEMBANGAN
OTONOMI DAERAH DAN KEPENDUDUKAN
Andi Pitono

REALITAS DAN UPAYA REFORMASI BIROKRASI
Rahman Hadi

RENCANA PEMBENTUKAN KOTA MAUMERE
DITINJAU DARI ASPEK POLITIK DAN ADMINISTRASI
Helianus Rudianto

PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH OTONOM BARU
(STUDI KASUS PADA KABUPATEN PEMEKARAN DI INDONESIA)
Bambang Supriyadi, Arya Hadi Dharmawan, Setia Hadi dan Akhmad Fauzi

JPP  Vol. 1 No. 2 e vakarta ISSN. 1829-8478

Desember 2011

Diterbitkan Oleh:
DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN KELUARGA ALUMNI PENDIDIKAN TINGGI KEPAMONGPRAJAAN
(DPN-IKAPTK) JAKARTA



tur dan harmonis,

stem keamanan dan

~arti rakyat selaku

egara. Sebaliknya,

iwnjudkan, manakala

g tidak tertib, aman

tujuan negara secara

idupan masyarakat dan

armonis dalam berbagai

ingan dengan itu, suasana

at tertib, aman dan tenteram
utama bagi penyelenggaraan
dan daerah. Untuk itu,

pokok dan fungsi untuk menjaga
nan dalam kehidupan berbangsa
demikian, kita membutuhkan
TNI, Kepolisian, dan Satuan
“untuk mewujudkan suasana
~yang tertib dan aman agar
1' embangunan  masyarakat,
dan aparatur pemerintahan,
mewujudkan perdamaian

ana.

an daerah, terdapat




14 Penguatan Satuan Polisi Pam

daerah yakni Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pen?bantu kePala
daerah untuk melaksanakan fungsi penertiban
masyarakat daerah, penegakan peraturan c'iaerah,
penjamin ketertiban umum daerah, serta m.eWUJudkan
ketentraman hidup masyarakat. Untuk itu, Satpol
PP memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah, sebagai perpanjangan langan
(verlengstuuk) dari kepala daerah untuk melakukan
penertiban masyarakat daerah yang melanggar
peraturan daerah dan yang melakukan perbuatan
mengganggu ketertiban umum. Dengan demikian,
kita memerlukan peran Satpol PP yang tangguh
untuk menwujudkan  ketenteraman, ketertiban,
keamanan bagi masyarakat, kendatipun dengan
segala keterbatasan anggaran dan kualitas sumber
daya manusia serta sarana dan prasarana yang masth
terbatas yang secara kondisional perlu dimantapkan
dan ditingkatkan dari waktu ke waktu.

satuan kerja perangkat

PERMASALAHAN SATPOL PP

Peran Satpol PP dalam penegakan peraturan
daerah selalu menghadapi berbagai rmasalah sejalan
dengan semakin meningkatnya aktivitas masyarakat
yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat yang terjadi hampir di keseluruhan
daerah. Meningkatnya gangguan ketertiban umum dan
ketenteraman kehidupan masyarakat, belum diikuti
dengan peningkatan manajemen organisasi Satpol PP
untuk melakukan penanganan gangguan ketertiban
umum dan ketenteraman kehidupan masyarakat.
Ketidakmampuan Satpol PP dalam menghadapi
berbagai gangguan ketertiban umum dan ketenteraman
kehidupan masyarakat, disebabkan adanya masalahan
internal dan eksternal institusi.

Permasalahan yang dihadapi Satpol PP dalam
menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman
dan perlindungan masyarakat antara lain mencakup:
(I) minimnya dukungan anggaran; (2) terbatasnya
sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja
Satpol PP; (3) belum terimplementasinya SOP bagi
tindakan Satpol PP; (4) jabatan fungsional Satpol PP
belum direalisasikan; (5) kurang jelasnya tugas pokok
dan fungsi polisi pamong praja dan PPNS: (6) belum
tersedianya data base dan pemetaan kualitas dan
!cuantitas SDM Satpol PP seluruh Indonesia; (7) belum
Jelasnya kriteria dan prosedur re arisas
kompetensi, pembinaan dan
PPz (8) belum jelasnya‘ anc

ong Praja Dalam Penyelenggaraan Pem

erintahan Daerah

PP: (9) situasi dan kondisi sosial masyarakat yan
berkembang secara dinamis sehingga sering terjadi
kekerasan dan atau tindakan anarkis yang berpmensi‘
terganggunya ketertiban umum; (10) pefaturan‘
daerah dan atau peraturan kepala daerah yang kurang
mengakomodasi  kepentingan  masyarakat; (11)
pembahasan rancangan peraturan daerah dan peraturay
kepala daerah kurang melibatkan Satpol PP sehinggy
kurang mengantisipasi bentuk-bentuk pelanggaray
ketertiban umum dan cara mengatasinya; (12) belum
terpetakannya wilayah rawan Ketertiban umum; (13)_
pemeliharaan ketertiban umum lebih mengutamakap
tindakan represif daripada prefentif; (14) krisjs
ekonomi mengakibatkan akses sebagian masyarakat
untuk  memenuhi  kebutuhan dasar lerhambat;
(15) masih ada daerah yang kurang setuju satuan
perlindungan masyarakat menjadi bagian integral dari
Satpol PP; (16) rendahnya dukungan publik terhadap
Satpol PP dalam menyelenggarakan perlindungan
masyarakat; (17) rendahnya pemahaman Satpol PP
dalam memahami instrumen hak asasi manusia yang
berlaku di Indonesia termasuk konvensi-konvensi
internasional mengenai hak asasi manusia; dan (18)
tingginya frekuensi pelanggaran hak asasi manusia
oleh anggota masyarakat.

Keseluruhan faktor dimaksud, telah menjadikan
organisasi Satpol PP kurang memiliki kemampuan
untuk berperan secara efektif dalam mendukung
perwujudan  penyelenggaraan otonomi daerah.
Sehubungan dengan itu, pertanyaan klasik yang selalu
dilontarkan adalah “bagaimana cara menjadikan Satpol
PP untuk berperan secara aktif dalam membentuk dan
mewujudkan susanaketertibanumum danketenteraman
kehidupan bagi masyarakat. Hanya dengan penguatan
Satpol PP, susana kehidupann masyarakat yang aman
dan tertib berangsur-angsur dapat terwujud dan dalam
kondisi kehidupan masyarakat yang aman dan tertib,
pemerintah daerah dapat optimal menyelenggarakan
berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewajib@ :
pemerintah daerah. Hanya dengan cara demikian,
upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara di daerah
dapat tercapai. :

POTRET HISTORIS POLISI PAMONG PRAJA
dibentuknya pemerintahan adalah

ketertiban di dalam mand
1 kehidupannya secard
suafu
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dalam penyelenggaraan pemerintahan  menurut
Sujanto (1985:62) mencakup: a. cara melayani dan
mengendalikan masyarakat; b. cara menumbuhkan
kebersamaan dan pertisipasi masyarakat; c.
enegakan peraturan; d. cara mengetahui dan
rap serta memenuhi perasaan dan hasrat-hasrat

at; dan e. cara lainnya”.
ain  fungsi, pemerintah memiliki tugas
. umum oleh Prajudi Atmosudirdjo
digolongkan menjadi : a. tugas memerintah
) meliputi tugas perundang-undangan,
ntah dalam arti luas, tugas kepolisian,
ahan, tugas peradilan; b. tugas eksekutif

s administrasi dari pemerintahan meliputi
ielenggaraan perundang-undangan; c.

- pemerintah (bestuurpolitie), kepolisian
, dan kepolisian khusus teknik (polsus).

pelaksanaan fungsi dan tugasnya,
h memiliki unit organisasi yang dibentuk

it. Unit kerja organisasi yang
menegakan peraturan, pemeliharaan

erintahan daerah (local government)
eh satuan kerja perangkat daerah yang

ng Prajavtelah,ada sejak masa VOC
via pada tahun 1602 yang dikenal

at, agar misi dan kegiatan VOC di
gan dapat terlaksana. Semenjak
menjadi organisasi pemerintahan

imperium di wilayah Hindia Belanda,

jadi detasemen penjaga keamanan
bah nama menjadi detasemen
gai perangkat organisasi dari
ang dikendalikan langsung

den, dengan ketentuan
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dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan UUD 1945
bertujuan: melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia (rational protection);
memajukan kesejahteraan umum (welfare function),
mencerdaskan kehidupan bangsa (education function),
dan ikut serta menciptakan ketertiban dunia (world
security). Untuk melaksanakan fungsi perlindungan
masyarakat, dibentuklah berbagai alat negara antara
lain Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian
Negara Republik Indoneia (Polri) pada lingkup
pemerintahan nasional. Pada tataran pemerintahan
daerah, sejak awal kemerdekaan pemerintah daerah
diberi kewenangan untuk mengurus ketentraman dan
ketertiban umum masyarakat sebagaimana diatur

dalam undang-undang pemerintahan daerah yakm

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945.

- pertama diadakannya UU.No.1/194
menarik kekuasaan pemerintahan dari

yang diselenggarakan oleh

(KND) sebagai pembantu |

alat pemerintah |
RI”, (The Liang-
sejak awal ki

dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahgap
daerah, setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor
18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahap
Daerah, yang mengatur bahwa Kepala Daerah dalam
hal pelaksanaan kebijaksanaan politik polisioni]
di daerahnya, dengan mengindahkan wewenang.-
wewenang yang ada pada pejabat-pejabat yang
bersangkutan berdasarkan peraturan-peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja secara tegas

diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Pasa]
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Praja; ketiga, membantu menyelesaikan perselisihan
warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban
: dan ketenteraman masyarakat; keempat,

A kepada Kepolisian Negara Republik

elima, menyerahkan kepada Penyidik
ipil daerah atas ditemukannya atau
elanggaran terhadap Perda dan/

: atpol PP provinsi
ung jawab memimpin,
memberikan petunjuk
an, dan bila terjadi
angkah-langkah yang
etentuan peraturan
PP dalam

‘meminta bantuan dan/
lisian Negara Republik
nnya. Keempat, Satpol
an kepada Kepolisian

: operasi lapangan.
arkan atas hubungan
dan saling menghormati

tingan umum dan
etik birokrasi.

ng Praja yang cukup

a yang tertib dan
erintahan daerah,

si Pamong Praja yang

- Ber an Peraturan
010, yang dapat menjadi
ja adalah pegawal
ng-kurangnya Sekolah

yang setingkat; tinggi

160 cm (seratus enam
Jaki-laki dan 155 cm (seratus
) untuk perempuan, berusia

a puluh satu) tahun, sehat
Pendidikan dan Pelatihan

Satuan Polisi Pamong
lume beban Kerja dan
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permasalahan yang ditangani pada lingkup Provinsi
dan Kabupaten/Kota. Atas dasar beban kerja dan
permasalahan yang ditangani, besaran organisasi
Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, mengatur
secara berbeda organisasi Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk besaran
organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/
Kota diklasifikasikan menurut tipe A dan Tip

dengan 60 (enam plll!ﬂ})

variabel besaran organisasi pe 2

Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan,

Efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Polisi
Pamong Praja sangat ditentukan oleh pembinaan dan
pengawasan yang dilakukan. Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2010 mengatur bahwa Menteri
Dalam negeri melakukan pembinaan umum Satpol PP.
Gubernur, bupati, dan walikota melakukan pembinaan
teknis operasional Satpol PP. Gubernur menyampaikan

kep : Negeri secara berkala
erlukan terhadap kinerja
dan Kabupaten/




umum dan Ketenteraman hidup masyarakat, karena
secara organisatoris Satpol PP masih dihadapkan
dengan sejumlah permasalahan internal. Masalah yang
dihadapi institusi Satpol PP dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah antara lain: keterbatasan saran
dan prasarana; keterbatasan anggaran operasional;
jumlah dan kualitas personil terbatas; serta duplikasi
tugas dengan institusi keamanan lainnya terkait dengan
upaya menjaga ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat. Untuk mengoptimalkan peran Satpol
PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
diperlukan sejumlah tindakan kebijakan penguatan
institusi Satpol PP. Penguatan institusi Satpol PP hanya
dapat efektif dilakukan dengan tindakan kebijakan

-

~pemerintah pusat. Berbagai permasalahan internal

N ' atpol PP sebagaimana
: 1asz 1 perlu dilakukan
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pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan
perlindungan masyarakat. Kelima, membangun sistem
informasi manajemen, data base dan pemetaan daerah
rawan bencana, pelanggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat. Keenam, mengembangkan
sistem pembinaan dan pengembangan SDM Satpol
PP dan PPNS untuk meningkatkan kinerja dan citra
Satpol PP dan PPNS. Ketujuh, membangun kolaborasi
dan koordinasi antar pilar pendukung pembinaan
Satpol PP maupun antara Satpol PP dengan penegak
hukum dan SKPD lainnya. Kedelapan, pengembangan
sistem dan mekanisme pengendalian masyarakat,
aparat dan SKPD. Kesembilan, pendidikan dan
pelatihan bagi anggota Satpol PP dalam menjalankan
fungsi preventif dan represif untuk menegakkan
peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta
menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman
dan perlindungan masyarakat. Kesepuluh, penyusunan
standard operating procedure tindakan preventif dan
represif Satpol PP terhadap pelanggar perda, ketertiban

umum dan perlindungan masyarakat. Kesebelas,

yadaran masyarakat melalui pembinaan teritorial
Satpol PP untuk menjalankan fungsi preventif
. mencegah pelanggaran peraturan daerah dan
an kepala daerah, khususnya terhadap pelaku
1 ketertiban umum dan ketenteraman
. Keduabelas, penentuan indikator, kriteria,
‘monitoring dan evaluasi atas kinerja
an ketertiban umum, ketenteraman dan

asyarakat serta penegakan peraturan

Administrasi

PT. Gramedia,

ajudi, 1989,
an Negara,

Marshall W. Meyter., 2000.,
Masyarakat Modern,
lamet Rijanto, Yakarta :
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